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ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor strategis dalam meningkatkan aksesibilitas
dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah
desa dalam proses pembangunan jalan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam
penyediaan anggaran melalui Dana Desa dan pengoordinasian pelibatan masyarakat. Meskipun
demikian, penelitian menemukan kendala berupa kurangnya transparansi anggaran serta
partisipasi masyarakat yang belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan
pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dan
masyarakat. Penguatan mekanisme partisipatif dan transparansi menjadi kunci untuk

mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: pemerintah desa Kampung Besar, pembangunan infrastruktur, jalan desa, partisipasi
masyarakat, dana desa

ABSTRAK

Road infrastructure development is a strategic factor in improving accessibility and the welfare of
rural communities. This study aims to analyze the role of village government in the road development
process, covering the planning, implementation, and supervision stages. The research uses a
descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and
documentation. The results indicate that the village government plays a very significant role,
particularly in providing budgets through the Village Fund and coordinating community involvement.
However, challenges remain, including limited budget transparency and suboptimal community
participation. These findings highlight that the success of road infrastructure development requires
strong synergy between the village government and the community. Strengthening participatory
mechanisms and transparency is crucial to achieving effective, efficient, and sustainable rural road
development.

Keywords: village government, infrastructure development, village roads, community participation,
Village Fund
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PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi penting dalam mendukung peningkatan
kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Salah satu infrastruktur yang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat desa adalah jalan yang layak dan memadai. Jalan tidak hanya
berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga berperan besar dalam memperlancar kegiatan
ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mempermudah akses terhadap layanan
sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Desa Kampung Besar merupakan salah satu desa di
wilayah Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang yang memiliki wilayah cukup luas dan
terdiri dari beberapa dusun.

Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil,
sehingga akses jalan yang memadai sangat diperlukan untuk mengangkut hasil pertanian dan
menunjang kegiatan ekonomi lainnya. Namun, kondisi infrastruktur jalan di beberapa dusun
masih tergolong rusak atau belum tersentuh pembangunan secara optimal, terutama jalan-jalan
penghubung antar dusun dan jalan produksi pertanian. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki
peran penting sebagai penyelenggara pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan
untuk mengelola pembangunan di wilayahnya, termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

Melalui perencanaan partisipatif seperti Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa,
pemerintah desa diharapkan mampu menggali kebutuhan riil masyarakat dan menetapkan
prioritas pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Di Desa Kampung Besar, peran pemerintah desa dalam pembangunan jalan dusun mencakup
identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan dana desa, pelaksanaan
kegiatan fisik, hingga pengawasan dan evaluasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa
dengan masyarakat dan pihak kecamatan atau kabupaten menjadi kunci keberhasilan
pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana peran
pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan dusun di Desa Kampung Besar, serta
menganalisis faktor-faktor pendukung dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
pembangunan tersebut. Infrastruktur jalan desa merupakan bagian penting dari pembangunan
wilayah pedesaan yang berfungsi mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan
infrastruktur, termasuk jalan. Namun, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam
realisasi pembangunan jalan, seperti keterbatasan kapasitas manajemen, pengawasan, dan
keterlibatan masyarakat.

Selain itu untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam proses pembangunan jalan desa
dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.
Pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup dan
kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu infrastruktur yang sangat
vital dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat adalah jalan. Jalan yang
memadai akan menunjang kelancaran mobilitas penduduk, mempercepat distribusi hasil
pertanian dan usaha masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap layanan publik seperti
pendidikan dan kesehatan. Dusun-dusun di Desa Kampung Besar masih menghadapi kendala
dalam hal akses jalan yang layak. Beberapa ruas jalan di dusun tersebut masih berupa jalan tanah
yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Kondisi ini menghambat berbagai kegiatan warga
dan berdampak langsung terhadap perekonomian serta kualitas hidup masyarakat setempat.

Melihat pentingnya peran infrastruktur jalan dalam mendukung pembangunan desa,
maka diperlukan suatu upaya konkret untuk melakukan pembangunan jalan dusun yang
memadai. Dengan pembangunan jalan ini, diharapkan akses antar dusun menjadi lebih baik,
aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, dan pelayanan publik dapat lebih mudah dijangkau.
Pembangunan infrastruktur jalan ini mencakup perencanaan, pengerasan/pengerjaan badan
jalan, pengurugan, drainase (bila diperlukan), Namun, di banyak daerah termasuk Desa
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Kampung Besar, pelaksanaan pembangunan jalan sering menghadapi berbagai kendala, seperti
keterbatasan anggaran, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta lemahnya koordinasi
antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Hal ini menghambat upaya pemerintah
dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam
perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kampung Besar. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pembangunan infrastruktur jalan, serta mengidentifikasi strategi dan kebijakan
yang diterapkan untuk mendukung pembangunan jalan di wilayah dusun. Selain itu, penelitian
ini juga bertujuan menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
infrastruktur jalan dan bagaimana pemerintah desa mendorong keterlibatan aktif masyarakat.
Selanjutnya, penelitian ini menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah desa
dalam menjalankan perannya terkait pembangunan jalan, serta upaya-upaya yang dilakukan
untuk mengatasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman
menyeluruh mengenai sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan infrastruktur jalan yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan paling bawah dalam struktur
pemerintahan Indonesia, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah desa. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui
dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah
desa berperan sebagai perencana, pelaksana, pengendali, dan penanggung jawab utama kegiatan
pembangunan yang dibiayai melalui Dana Desa maupun sumber dana lainnya.

Infrastruktur jalan merupakan sarana dasar yang menunjang mobilitas masyarakat,
distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Menurut
Bappenas (2020), keterbatasan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan masih menjadi hambatan
utama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan.
Pembangunan jalan di tingkat dusun tidak hanya berdampak pada konektivitas antarwilayah,
tetapi juga mendorong tumbuhnya potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, pembangunan jalan
menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Peran pemerintah desa dalam pembangunan tidak terbatas pada pelaksanaan fisik semata, tetapi
juga mencakup aspek perencanaan partisipatif, pengelolaan keuangan desa, koordinasi dengan
lembaga desa, dan pelibatan masyarakat. Menurut Supriatna (2017), efektivitas peran
pemerintah desa sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa, kualitas perencanaan, serta
tingkat partisipasi masyarakat. Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif sejak
tahap perencanaan hingga pengawasan akan lebih berkelanjutan dan sesuai kebutuhan lokal.
Teori partisipasi masyarakat menyebutkan bahwa pembangunan akan berhasil jika masyarakat
dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap prosesnya. Arnstein (1969) dalam "Ladder of Citizen
Participation" mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat mencerminkan tingkat kontrol
masyarakat terhadap keputusan pembangunan. Dalam konteks desa, partisipasi sering terwujud
melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), kerja bakti, dan pengawasan
pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk mendorong rasa memiliki
dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan, termasuk pembangunan jalan dusun. Prinsip
good governance menjadi acuan penting dalam tata kelola pembangunan desa yang baik.
Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan harus
menjadilandasan pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan.
Menurut Wahab (2008), pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel akan lebih dipercaya
oleh masyarakat dan cenderung lebih berhasil dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur
yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan umum.

81



[
J M I Jurnal Masyarakat Indonesia

Jurnal Volume 01, Issue 02, Desember 2025
M asnesiat (page 79-86)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan secara mendalam peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur jalan. Lokasi penelitian berada di Desa Kampung Besar, Kecamatan
Telukanaga, Kabupaten Tangerang, dengan fokus di Dusun Sukamulya pada tanggal 28 Mei 2025.
Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan
Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam proses pembangunan jalan. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi,
sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif dan kontekstual.
Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
secara sistematis.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi. Wawancara digunakan
untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan
persepsi informan terkait pembangunan jalan, khususnya kepala desa, perangkat desa, kepala
dusun, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga yang aktif dalam musyawarah atau gotong
royong. Observasilapangan dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembangunan jalan,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap. Observasi ini bertujuan memperoleh gambaran
nyata tentang interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat selama proses pembangunan.

Sumber data penelitian dibagi menjadi primer dan sekunder. Data primer diperoleh
langsung dari wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat,
termasuk pelaksana teknis pembangunan jika ada. Data sekunder diperoleh dari dokumen
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, laporan
realisasi Dana Desa, notulen musyawarah, foto, peta lokasi pembangunan jalan, serta regulasi
dan literatur terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendesa
PDTT, buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Kombinasi data primer dan sekunder ini
memastikan validitas, reliabilitas, dan kedalaman analisis dalam memahami peran pemerintah
desa dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa sangat sentral dalam
pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kampung Besar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga evaluasi dan pelaporan. Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa memfasilitasi proses
penggalian aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus) yang kemudian dibahas
dalam Musyawarah Desa (Musdes). Aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan perbaikan
jalan yang menghubungkan Dusun Sukamulya ke pusat desa, menjadi prioritas utama yang
dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan didanai melalui Dana Desa.
Temuan ini menegaskan bahwa proses perencanaan pembangunan jalan desa berjalan secara
partisipatif, sejalan dengan prinsip participatory governance yang menekankan keterlibatan
masyarakat sebagai subjek aktif dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) juga terbukti aktif dalam menilai urgensi program, sehingga
memastikan pembangunan jalan sesuai kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat. Kepala desa
berperan sebagai koordinator utama dan mediator antara masyarakat, kecamatan, dan
kabupaten, sekaligus menjadi penggerak dalam mengalokasikan sumber daya yang tersedia
secara optimal.

Pelaksanaan pembangunan jalan dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa yang
dibentuk melalui musyawarah. Proses pembangunan melibatkan masyarakat secara swadaya,
baik sebagai tenaga kerja maupun penyedia bahan lokal seperti batu dan pasir, sehingga biaya
pembangunan dapat ditekan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek
berjalan sesuai jadwal meskipun sempat terkendala oleh cuaca, dan pengawasan dilakukan secara
bergilir oleh tokoh masyarakat dan perangkat dusun. Partisipasi masyarakat dalam bentuk
gotong royong menjadi elemen penting yang memperkuat rasa memiliki terhadap proyek
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pembangunan. Seperti diungkapkan salah seorang warga Dusun Sukamulya, “Kami warga ikut
gotong royong saat pembangunan jalan. Ini jalan penting, jadi kami pun semangat membantu.”
Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan efisiensi
pelaksanaan, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif terhadap
fasilitas umum.

Tahap evaluasi dan pelaporan dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah desa, BPD,
dan tokoh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan dan keuangan
diumumkan secara terbuka kepada warga, menunjukkan upaya pemerintah desa dalam
menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jalan
sepanjang 1,2 km berhasil dibangun dengan kualitas baik, dan masyarakat merasa puas karena
kini jalan dapat dilalui dengan sepeda motor maupun mobil. Dampak pembangunan jalan
terhadap masyarakat cukup signifikan. Akses antar-dusun menjadi lebih mudah, biaya
transportasi hasil pertanian menurun, dan aktivitas ekonomi meningkat, termasuk perdagangan
serta layanan ojek desa. Seperti disampaikan oleh salah seorang petani, “Dulu susah bawa hasil
tani karena jalannya becek, sekarang sudah bisa dipakai motor.” Temuan ini menegaskan bahwa
pembangunan infrastruktur jalan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, terutama melalui peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi lokal.

Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan yang masih dihadapi
pemerintah desa dalam pembangunan jalan. Pertama, keterbatasan anggaran membuat
pembangunan seluruh ruas jalan tidak dapat dilakukan sekaligus. Kedua, ketergantungan pada
dana dari pemerintah pusat, yaitu Dana Desa, menuntut pemerintah desa untuk pandai
memprioritaskan dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Ketiga, kondisi cuaca ekstrem
dapat menghambat proses pembangunan, terutama saat musim hujan. Kendala-kendala ini
menunjukkan bahwa meskipun peran pemerintah desa sangat penting, faktor eksternal dan
keterbatasan sumber daya menjadi tantangan yang memerlukan strategi mitigasi yang tepat.
Strategi yang dilakukan pemerintah desa meliputi pemanfaatan bahan lokal untuk menekan
biaya, pengaturan jadwal pembangunan yang fleksibel, serta penguatan partisipasi masyarakat
melalui gotong royong dan musyawarah rutin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Sutoro Eko (2016) yang
menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas
pemerintah desa dalam memobilisasi partisipasi dan sumber daya lokal. Selain itu, penelitian ini
juga mendukung pendapat Setyawan (2021) mengenai pentingnya akuntabilitas dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Kesimpulannya, pembangunan jalan di
Desa Kampung Besar menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat
merupakan faktor kunci. Pemerintah desa bertindak sebagai perencana, penggerak, dan
pengawas, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaksana aktif dan pengawas informal.
Model partisipatif ini tidak hanya memastikan keberhasilan pembangunan jalan dari sisi teknis,
tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan solidaritas komunitas lokal, sehingga proyek
pembangunan menjadi lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ringkasan temuan menunjukkan bahwa perencanaan melibatkan Musdus, Musdes, dan
BPD secara aktif; pelaksanaan dikelola oleh TPK dengan melibatkan swadaya masyarakat;
evaluasi dilakukan bersama BPD dan masyarakat; serta dampak yang dirasakan meliputi
kemudahan akses, peningkatan ekonomi, dan kepuasan warga. Temuan ini menegaskan bahwa
partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah desa merupakan elemen kunci untuk
mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di tingkat
desa.

Selain peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, penelitian ini menunjukkan
pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam mendukung pembangunan jalan desa. Kepala desa
tidak hanya mengoordinasikan perangkat desa dan masyarakat, tetapi juga melakukan lobi
dengan pihak kecamatan maupun kabupaten untuk memperoleh dukungan teknis dan tambahan
sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur desa tidak
hanya bergantung pada kapasitas internal desa, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa
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dalam membangun jejaring dan kolaborasi dengan pemerintah tingkat atas. Koordinasi yang
efektif ini memastikan bahwa pembangunan jalan dapat terlaksana sesuai perencanaan,
meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan kendala cuaca. Strategi ini juga memperkuat
posisi desa dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, sehingga prioritas pembangunan
dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya lokal sebagai
upaya efisiensi dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan bahan bangunan dari wilayah desa,
seperti batu dan pasir, serta keterlibatan masyarakat dalam tenaga kerja, tidak hanya menekan
biaya pembangunan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek. Masyarakat yang
aktif dalam proses pembangunan cenderung lebih peduli terhadap pemeliharaan jalan pasca
pembangunan, sehingga aspek keberlanjutan proyek dapat terjaga. Partisipasi masyarakat ini
juga membangun kapasitas sosial, solidaritas, dan kesadaran kolektif tentang pentingnya
infrastruktur bagi kehidupan ekonomi dan sosial desa. Dengan demikian, pembangunan
infrastruktur jalan bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi juga sarana pemberdayaan
masyarakat dan penguatan kapasitas lokal.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi
faktor penentu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pelaporan keuangan dan
realisasi kegiatan yang dilakukan secara terbuka, serta evaluasi bersama BPD dan tokoh
masyarakat, menciptakan rasa transparansi yang tinggi. Hal ini mendukung teori participatory
governance yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat
meningkatkan legitimasi pemerintah desa. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam
hal pengawasan teknis dan pemeliharaan jalan jangka panjang. Pemerintah desa perlu
merancang mekanisme monitoring berkelanjutan, melibatkan masyarakat sebagai pengawas
informal, serta melakukan koordinasi rutin untuk perbaikan jalan yang rusak akibat cuaca atau
pemakaian. Dengan langkah-langkah ini, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kampung
Besar dapat menjadi model pembangunan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah
Desa Kampung Besar memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan
infrastruktur jalan di tingkat dusun. Peran tersebut tercermin pada seluruh tahapan
pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam
perencanaan, pemerintah desa melaksanakan proses secara partisipatif melalui Musyawarah
Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDes), dan menetapkan pembangunan jalan sebagai prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada tahap pelaksanaan, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan keterlibatan
masyarakat dalam penyediaan tenaga serta bahan lokal memastikan pembangunan berjalan
sesuai standar teknis dan jadwal yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pelaporan kegiatan,
termasuk penggunaan Dana Desa, dilakukan secara terbuka bersama BPD dan tokoh masyarakat,
menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa.

Pembangunan jalan di Desa Kampung Besar memberikan dampak positif yang nyata bagi
masyarakat, antara lain peningkatan aksesibilitas antar-dusun, penurunan biaya transportasi
hasil pertanian, serta peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial. Meski demikian, pemerintah
desa masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, cuaca ekstrem, dan
ketersediaan tenaga teknis. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas
pembangunan. Namun, semangat gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat menjadi
penunjang utama keberhasilan program. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara
pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif,
efisien, dan berkelanjutan di tingkat desa.
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